
 

ABSTRAK 

TINJAUAN YURIDIS PENYELESIAN SENGKETA KONSUMEN 

MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) 

 

Secara faktual dalam kehidupan sehari-hari selalu terjadi atau timbul sengketa konsumen. 

Secara yuridis proses penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen dapat ditempuh dengan menggunakan jalur litigasi (melalui 

pengadilan) dan jalur non litigasi. Penyelesaian melalui jalur non litigasi dilakukan oleh Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan cara Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase. 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana disebutkan dalam 

UndangUndang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang dibentuk 

oleh pemerintah, adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara 

konsumen dan pelaku usaha. Pembentukan BPSK ini ditujukan untuk mengatasi liku-liku 

proses pengadilan yang cenderung lama, formal dan berbelit-belit dengan jalan alternatif 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan asas cepat, sederhana dan biaya murah. 

BPSK tidak dapat berperan aktif dalam penyelesaian sengketa konsumen, hal ini disebabkan 

substansi pengaturan, prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa banyak mengandung 

kelemahan dan saling bertentangan sehingga BPSK tidak dapat berperan banyak dalam 

penyelesaian sengketa konsumen, terutama yang menyangkut keberatan mengenai putusan 

konsiliasi atau mediasi, serta penetapan eksekusi sama sekali belum ada pengaturannya. 
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